PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 1994
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATASBARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

Menimbang :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pgjak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan
Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1994,dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap

peraturan pel aksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pgjak yang
Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di
Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pgak Yang
Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih

menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebuit;

Mengingat



Mengingat

Menetapkan :

1.

2.
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pgak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 6 |, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK  PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1994.

BAB I...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a

pajak adalah Pagjak Pertambahan Nilai atau Pgjak Pertambahan Nilai
dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah;

piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa K ena Pajak;

pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak
adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang
memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah
Pabean,;

persediaan Barang Kena Pgjak adalah persediaan bahan baku,
persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses,
persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi;
Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan
dengan cara sebagai berikut

- tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya;

- menyerahkan Barang Kena Pgak melalui suatu tempat
penjualan  eceran seperti toko, kios, atau dengan cara
penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir,

atau dari rumah ke rumah;

- menyediakan Barang KenaPgjak yang diserahkan di tempat

penjualan secara eceran tersebut;

- melakukan...
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- melakukan transaks jual beli secara spontan tanpa didahului
dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang
dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada
umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung

membawa sendiri Barang Kena Pgjak yang dibelinya.

BAB Il
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena
Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pagjak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor |11 Tahun
1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan
penyerahan Barang Kena Pagjak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak.

Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena
Pgak, termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya
sebagainiana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor | 1 Tahun 1994, adalah

bentuk usaha kerjasama operasi.

(3) Sad...
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(3) Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994.

BAB Il
JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG

TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 3

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang
dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari

sumbernya;

Barang hasil  peternakan, perburuan/penangkapan, atau

penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil

langsung dari sumbernya;

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang

diambil langsung dari sumbernya;

5. Barang-...



